
 

 
 

 
 

 
BUPATI REMBANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI REMBANG 

 
NOMOR    60   TAHUN 2022 

 
TENTANG 

 
PEMBANGUNAN INTEGRITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI REMBANG, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan 
mewujudkan pemerintah yang bersih, bebas dari korupsi, 
kolusi, dan nepotisme, perlu melakukan pembangunan 

integritas Pegawai Aparatur Sipil Negara; 
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Pembangunan Integritas Pegawai Aparatur Sipil 
Negara; 

 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 
 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 
 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573);  

 
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 60 tahun 2020 tentang 

Pembangunan Integritas Pegawai Aparatur Sipil Negara 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1001); 
 

 

  

SALINAN 



5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan 
Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 

Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan 

atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan 

Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang 
Tahun 2021 Nomor 2); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN INTEGRITAS 
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA. 

 
BAB I 

 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Rembang. 

  

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

 
3. Bupati adalah Bupati Rembang. 

 

4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 
instansi pemerintah. 

 
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut 

Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh 
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam 

suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 
 

6. Integritas adalah konsistensi berperilaku yang selaras 

dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi, dan jujur 
dalam hubungan dengan atasan, rekan kerja, bawahan 

langsung, dan pemangku kepentingan, serta mampu 
mendorong terciptanya budaya etika tinggi, bertanggung 

jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang 
menyertainya. 

 

7. Pembangunan Integritas Pegawai ASN adalah upaya untuk 
mewujudkan, memperkuat, dan mempertahankan nilai 

dasar, daya nalar dan keberanian moral ASN. 
 



8. Agen Perubahan adalah individu/kelompok terpilih menjadi pelopor 

perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam 
berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di 

lingkungan organisasinya. 
 

BAB II 
 

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 
 

Pasal 2 

 
Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan 

Pembangunan Integritas Pegawai ASN. 
 

Pasal 3 
 

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk peningkatan pelayanan publik dan 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.  
 

Pasal 4 
 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 
a. pembentukan agen perubahan; dan 
b. monitoring dan evaluasi. 

 
BAB III 

 
PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN 

 
Pasal 5 

 

(1) Kepala perangkat daerah menunjuk sekretaris perangkat daerah sebagai 
Agen Perubahan dengan keputusan kepala perangkat daerah. 
 

(2) Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sekretariat 
daerah adalah kepala bagian umum dan sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah adalah kepala bagian umum dan keuangan. 
 

(3) Dalam hal sekretaris perangkat daerah, kepala bagian umum dan atau 
kepala bagian umum dan keuangan sedang menjalani hukuman disiplin 

agen perubahan ditunjuk pejabat struktural lainnya. 
 

Pasal 6 
 

Peran dan tugas Agen Perubahan adalah: 
a. sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh 

pegawai di lingkungan unit kerjanya tentang pentingnya perubahan unit 

kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik; 
b. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan 

menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju 
ke arah unit kerja yang lebih baik; 

c. sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada 
para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi 
kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja 

yang lebih baik; 



d. sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses 

perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam 
pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak 

yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses 
perubahan; dan 

e. sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah 
antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil 

keputusan. 
 

BAB IV 

 
MONITORING DAN EVALUASI  

 
Pasal 7 

 
(1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan 

Integritas Pegawai ASN. 

 
(2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) Bupati membentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan 
Bupati. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

BAB V 
 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 8 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang. 
 

Ditetapkan di Rembang 
pada tanggal 30 Desember 2022  

 
BUPATI REMBANG, 
 

ttd 
 

ABDUL HAFIDZ 
Diundangkan di Rembang 

pada tanggal 30 Desember 2022  
 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN REMBANG, 
 

ttd 
 

FAHRUDIN 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022 NOMOR 60 

 
 


